Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL BADAN WAKAF INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi
Badan Wakaf Indonesia, perlu diberikan bantuan
operasional;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Bantuan Operasional Badan
Wakaf Indonesia;

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4459);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6217);

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun 2017 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Keanggotaan
Badan Wakaf Indonesia;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 851);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama nomor
67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 2097);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1745);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang
‘Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 374 Tahun 2015
tentang Penetapan Honorarium Badan Wakaf Indonesia;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG BANTUAN
OPERASIONAL BADAN WAKAF INDONESIA.

Menetapkan Bantuan Operasional bagi:

a. Badan Wakaf Indonesia;

b. Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi; dan

c. Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten/Kota.

Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU diberikan selama 1 (satu) tahun anggaran 2019.

Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dibebankan pada:

a. DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
bagi Badan Wakaf Indonesia;

b. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bagi
Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi; dan



c. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bagi
Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten,/Kota.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal U9 Janwari 2019
MENATERI‘,.AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
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LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



